BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian ini sebagaimana yang telah

dibahas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1.

3.

Eksplanasi, dinyatakan berhsil karena data yang diperoleh dengan
total nilai 56,3 dan Untuk hasil data total pembagian indikator
diatas maka Evaluasi Program Alokasi Dana Desa dalam
Pembangunan Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu
Kabupaten Timor Tengah Utara dinyatakan Berhasil.

Kepatuhan, dinyatakan berhsil karena data yang diperoleh dengan
total nilai 60 dan Untuk hasil data total pembagian indikator diatas
maka Evaluasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan
Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor
Tengah Utara dinyatakan Berhasil.

Audit, dinyatakan berhsil karena data yang diperoleh dengan total
nilai 60 dan Untuk hasil data total pembagian indikator diatas maka
Evaluasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di
Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah

Utara dinyatakan Berhasil.
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4. Akunting, dinyatakan berhsil karena data yang diperoleh dengan
total nilai 60 dan Untuk hasil data total pembagian indikator diatas
maka Evaluasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan
Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor
Tengah Utara dinyatakan Berhasil.

5. Berdasarkan nilai indikator-indikator dari variabel Evaluasi
program Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa

Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara

. 56,3+60+60+60
memperoleh nilai sebesar 59,75 (—

= 59,75) nilai ini
menunjukkan Evaluasi program Alokasi Dana Desa dalam
Pembangunan Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu
Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada klasifikasi tinggi
dalam arti melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) pelayanan
masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan
kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan

masyarakat dapat terpenuhi.
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B. SARAN
Dalam rangka melaksanakan Evaluasi program Alokasi Dana Desa
dalam Pembangunan Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu

Kabupaten Timor Tengah Utara maka disarankan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pemerintah perlu mengidentifikasi masalah berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Ekonomi, dan
atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan menciptakan
kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat desa
dan menggunakan Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga untuk pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan program pembangunan desa perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang memuat Rencana Kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Untuk perencanaan pembangunan tahunan RKP Desa dipakai
sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi
pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB

Desa Tahun Anggaran berjalan.
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4. Pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada percepatan perubahan
struktur ekonomi dengan menerapkan sistem pengolahan tanah dan
pola tanaman yang professional atau modern dengan berkebun
menetap.

5. Kepada para pembaca agar dapat menggunakan skripsi ini sebagai
bahan referensi dan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan

masalah yang sama.

73



Daftar Pustaka

Arikunto. 2006. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT. Asdy

Mahasatya.

Budi Winarno. 2012. Kebijakan piblik teori, proses dan studi kasus.

Charles O. Jones. 1994. Pengantar kebijakan publik (public policy), Jakarta: PT.

Rajagrafindo persada.

Iskandar. 2008. Metode penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan

kualitatif), Jakarta: Gang persada press.

Moleong. 2007. Metode penelitian kuantitatif, penerbit: PT. Remaja Rosdakarya

Off set, Bandung.

Nana Syaodih. 2010. Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Noor lIsran. 2012. Politik otonomi daerah untuk penguatan NKRI, Stefen

Strategic, Study Jakarta.

Nugroho D. Riant. 2004. Kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi.

Jakarta: Gramedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007. Pedoman pengelolaan

keuangan desa.

Putra Fadillah. 2003. Paradigma kritis dalam study kebijakan publik: Yogyakarta

pustaka pelajar.

74



Subarsono. 2005. Analisis kebijakan publik; konsep, teori dan aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Sugiyono. 2010. Statistik untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif

dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode penelitian kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: PT.

Alfabet.

Suharso Pujo. 2002. Politik pedesaan. Yogyakarta: Pondok edukasi.

Suprihanto. 1988. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dan pengembangan

karyawan. Yogyakarta: BPEE.

William N. Dunn. 2003. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press.

Winarno. 2008. Kebijakan publik, Teori dan proses, edisi revisi. Yogyakarta:

Media Pressindo.

Sumber lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 alokasi dana desa berasal

dari APBD kabupaten/kota

Undang- undang No. 06 Tahun 2014. Tentang desa.

75



